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ABSTRAK

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebuah bentuk profesi bagi Pegawai
Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),
dengan penetapan ASN sebagai sebuah profesi, maka-diperlukan adanya asas,
nilai dasar, kode-etik, dan kode perilaku serta pengembangan kompetensi dan oleh
karena itu diperlukan Pengawasan yang efektif terutama Pengawasan dari Institusi
yang ditunjuk oleh Pemerintah sendiri yaitu Inspektorat.

Inspektorat merupakan unsur penunjang Pemerintah di Bidang
Pengawasan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada  Gubernur melalui Sekretaris-Daerah,namun dalam hal
ini masyarakat perlu tahu pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat terhadap
Pegawai Negeri Sipil dilingkungan kota Pekanbaru ditinjau dari perspektif
Hukum Administratif Negara, hambatan yang dihadapi inspektorat dalam
mengawasi pegawai negeri sipil dilingkungan kota Pekanbaru dan dampak positif
dan negatif pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat terhadap Pegawai Negeri
Sipil dilingkungan Kota Pekanbaru ditinjau dari Perspektif Hukum Aministratif
Negara.

Fungsi Pengawasan Inspektorat tersebut sebenarnya sudah cukup
dijelaskan dalam Pembinaan Pegawai Negeri Sipil telah diatur dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan. Disiplin Pegawai Negeri
Sipil yang menjelaskan bahwa Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh
Pihak Inspektorat dilaksanakan dalam bentuk audit, review, monitoring, evaluasi,
pemantauan, dan. bimbingan steknis serta beatuk pembinaan dan pengawasan
lainnya. Namun ada beberapa ‘hambatan: terutama dalam tenaga Auditor pada
struktur kelompok jabatan Fungsional Auditor, fasilitas dan anggaran yang belum
memadai. Namun disisi lain ada dampak positif dan negative dengan adanya
Pengawasan yang - dilakukan Inspektorat tersebut - Memperbesar peluang
pemerintah untuk menjalankan sistem pemerintahan dengan baik namun disisi
negatifnya adalah Memungkinkan peluang untuk adanya pembayaran uang under
table / tutup mulut antara ASN dengan staff yang melakukan pengawasan
tersebut.

Xi
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

k melengkapi
a Kuasa yang
diberikan s , pengetahuan
dan kreatifi pat hidup yang
oleh seseorang

tersebut unt e . a, seka meningkatkan

menjadi lebih baik. Pegawai Nege pakan sumber daya manusia utama
didalam negara yaitu berdedikasi untuk negara yang berfungsi dan memiliki
tanggung jawab terhadap membuat peraturan yang guna mengatur pemerintahan
di Indonesia yang dimana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku yang kemudian diterapkan terhadap masyarakat yang ada di Indonesia

sehingga menjadi lebih baik di kemudian hari nantinya.
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Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas dari sumber

daya manusia, misalnya seperti: (http://www.pengertianku.net, 2017)

a. Pendidikan

sendiri yang akan memodifikasi dalam artian mencerna mana yang baik buat diri
mereka sendiri. Lingkungan ini sendiri bisa berawal dari lingkungan hidup sehari-
hari seperti lingkungan rumah tempat tinggal, lingkungan bermain, lingkungan

kerja serta pendidikan dimana dia biasa berada dan berinteraksi oleh orang lain.



Pada zaman modern saat ini yang memiliki teknologi dan ilmu komunikasi
yang semakin maju sedemikian pesat yang bisa dikatakan sebagai zaman Mileneal
yang dimana masyarakat bisa memperleh data dan informasi yang akurat dan
cepat dikarenakanssemua informasi bisa didapatkan melalui.Internet yang dimana
semua dapat ditemukan dan dicari didalamnya. Dizaman modern ini dapat
menunjang seseorang menjadi SDM yang febih baik dan berguna bagi perusahaan,
organisasi, maupun instansi di kemudian hari nantinya di dalam kerja sehingga
tercapainya suatu tujuan yang diharapkan.

Sumber daya manusia merupakan hal penting didalam sebuah perusahaan,
organisasi, maupun instansi yang dimana SDM tersebut lah sebagai subjek
ataupun pelaku yang nantinya akan menjalani dan melakukan segala sesuatu
perbuatan yang berhubungan terhadap kemajuan nya suatu perusahaan, organisasi,
maupun instansi yang akan-dicapal serta menjadi penanggung jawab terhadap
pencapaian ataupun apapun yang terhadi di kemudian hari nanti.

Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap segala sesuatu yang
ada didaerah lingkungan ataupun dimana dia berada nantinya. Dimana SDM
tersebut yang membuat dan yang nantinya.akan mengenalkan serta menjalani
semua peraturan yang dibuat nya guna mewujudkan segala sesuatu yang akan
dicapai yang nantinya guna untuk menunjang kebaikan terhadap organisasi,
perusahaan, maupun instansi negara.

Sumber daya manusia saling berkaitan dengan Negara dimana SDM
merupakan subjek ataupun pelaku utaman dalam menjalankan instansi Negara

nantinya. Maka dari itu dibutuhkan adanya aturan yang mana aturan tersebut guna



mengatur segala sesuatu yang berhubungan antara manusia dan Negara. Peraturan
tersebut diatur dalam Hukum Administrasi Negara. Dalam administrasi negara,
Pegawai negeri sipil merupakan sumber daya manusia utama yang dimana
berguna dan befungsi dalam menjalan kan segala sesuatu yang behungan dengan
negara nantinya. Tugas dari Pegawai negeri Sipil ini sendiri yaitu menjalankan
segala sesuatu yang berhubungan’dengan’ pemerintahan. Pegawai negeri sipil
tersebut mendedikasikan dirinya secara profesional dalan memberikan pelayanan
serta jujur danadil didalam segala sesuatu yang dibutuhkan masyarakat.

Birokrasi terhadap SDM pemerintahan yaitu subjek ataupun Pegawai
negeri sipil sebagai pelaku yang menjalani segala sesuatu yang berhubungan
dengan pelayanan administarasi negara baik itu melalui pemerintahan pusat yang
merupakan tingkat tertinggi didalam pemerintahan tertinggi, kemudian
pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten/kota, -kecamatan, hingga
kelurahan yang nantinya akan saling bekerja sama untuk mewujudkan birokrasi
yang baik dan tertata seperti yang diharapkan dimana seluruh aspek pemerintahan
dari tingkat teratas hingga yang paling bawah saling mengerti dan bekerja sama
satu sama lainnya. (Rudito, 2016)

Adapun faktor yang mempengaruhi harus diadakannya birokrasi tersebut
dikarenakan agar membantu dan mempermudah masyarakat dalam memberikan
pelayanan yang nantinya masyarakat dapat terbantu dalam pengurusan segala
sesuatu hal yang dibutuhkannya. Hal ini masyarakat dapat terbantu dikarenakan

birokrasi lah yang kebanyakan dimengerti dan diterima oleh masyarakat.
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Di dalam Pasal 1 huruf (a) UU No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah mereka atau

seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan

Kepegawal z e S MakKa unsur-unsur

yang harus dipe eora 210k al hegeri adalah :

2. Diangk

3. Diserahi

Kemudian di dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan pula bahwa Pegawai
Negeri Sipil terdiri dari :
1. Pegawai Negeri Sipil Pusat,
2. Pegawai Negeri Sipil Daerah,

3. Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
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Sehingga di dalam Pasal 2 dari UU No. 43 Tahun 1999 ini dijelaskan
bahwa, Pegawai Negeri adalah pelaksana peraturan perundang-undangan, oleh

sebab itu Pegawai Negeri yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pusat dan

peraturan dengan adanya

peraturan te gas dinas oleh
pemerintah A pekerjaan nya

dengan bai ebih baik bagi

hukum yang berlaku sehingga sering terjadi nya ketimpangan didalam instansi
pemerintahan yang berdampak kepada masyarakat yang akan dan ingin
melakukan proses administrasi terhadap pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerapkan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011, pada Pasal 4 tentang

Penilaian Prestasi Kerja PNS yang meliputi unsur SKP dan perilaku kerja.



Sedangkan Pasal 7 ayat 2, disebutkan “penilaian SKP meliputi aspek kuantitas,
kualitas, waktu dan biaya.Selanjutnya pada Bab Il Perilaku Kerjapada Pasal 12
menyebutkan bahwa “penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf b meliputi aspek-orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin,
kerja sama dan kepemimpinan’. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.
46 Tahun 2011).

pada tanggal 15 Januari 2014, adanya Undang-undang mengenai Aparatur
Sipil Negara (ASN) memegang peranan penting dalam Pembagian secara rinci
tugas Pegawai Negeri Sipil yang saat ini disebut Aparatur Sipil Negara (ASN).
UU ASN tersebut menegaskan bahwa ASN adalah sebuah bentuk profesi bagi
PNS dan PPPK ( Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), dengan
penetapan ASN sebagai sebuah profesi, maka diperlukan adanya asas, nilai dasar,
kode etik, dan kode perilakurserta pengembangan kompetensi-

Peran seorang pimpinan didalam instansi pemerintahan yang didalam ini
merupakan pimpinan dari setiap daerah atau bagian-bagian dari pegawai negeri
sipil itu sendiri. Dimana pemimpin dari sebuah instansi pemerintahan pegawai
negeri sipil tersebut yang akan.nantinya.menjadi sebuah contoh teladan serta
disiplin terhadap anggota dan bawahan nya yang bekerja dibawahnya. Maka dari
itu seorang pemimpin diharapkan dapat memberikan contoh teladan serta disiplin
terhadap seluruh anggota dan bawahan yang bekerja bersama nya sehingga dapat
mendorong dan menunjang kinerja seluruh anggota dan bawahannya sehingga
mendapatkan hasil kerja yang lebih baik lagi dikedepan harinya didalam instansi

pemerintahan yang dipimpin oleh nya.



Instansi pemerintahan ini sendiri dimana seorang pegawai negeri sipil
tersebut sebagai masyarakat dan manusia biasa pasti juga membutuhkan hiburan
dan apresiasi serta penghargaan atas apa yang telah dia lakukan dan kerjakan
selama dia bekerja-di pemerintahan selama ini«Iaka dari itu.pemerintah alangkah
baiknya dapat memberikan sebuah hadiah kepada pegawai negeri sipil tersebut
dapat berupa materil maupun-maril, dan-juga, sebuah penghargaan atas segala
sesuatu hal yang telah dia lakukan kerjakan terhadap pemerintahan Indonesia.
Sehingga hal ini pula yang menjadi motivasi terhadap si pegawai negeri sipil
tersebut dapat bekerja lebih giat dan semangat lagi.

Adapun etika dan aturan didalam pelaksanaan birokrasi didalam instansi
pemerintahan di'Indonesia yang berdasarkan unsur ataupun azas moral dan mental
dari seorang aparatur sipil negara didalam pelaksanaan tugas-tugas yang akan di
bebankan kepadanya dapat _dilihat dari bagaimana Kinerja nya didalam
pelaksanaan selama dia melakukan tugas nya tersebut. Adapun fungsi pokok dari
birokrasi didalam pemerintahan itu sendiri yaitu dalam aspek fungsi pelayanan,
fungsi pengaturan, serta fungsi pemberdayaan .masyarakat. Jika membahas
mengenai aparat ataupun “pemerintah.birokrasi tersebut harus melaksanakan
seluruh tugas dan kerja nya yang akan menjadi tanggung jawab nya sendiri
nantinya yang sesuai dengan ketentuan aturan yang seharusnya dan semestinya
yang seusai dan pantas untuk dilakukan berdasarkan peraturan yang telah diatur
untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap aparatur sipin negara yang ini

merupakan pegawai negeri sipil dengan sebaik-baiknya.



Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan berwibawa, pemerintah
memfokuskan dan memprioritaskan birokrasi guna upaya meningkatkan kerja
birokrasi kerja pemerintah agar mampu meningkatkan kinerja birokrasi yang
nantinya mampu.memenuhi seluruh kebutuhan yang masyarakat inginkan. Dan
juga akan berdampak mengurangi adanya penyalahgunaan kewenangan di
lingkungan aparatur pemerintahan,’ serta ' meningkatkan kualitas pengawasan
dibagian eksternal maupun internal dan pengawasan masyarakat yaitu tindak
lanjut dari hasil pengawasan dan pemeriksaan.

Pengawasan merupakan salah satu bagian dari fungsi manajemen agar
nantinya pelaksanaan kerja terkontrol dan sesuai dengan yang di targetkan
didalam perencanaan diawal. Pengawasan ini sendiri sering dan harus dilakukan
dikarenakan pada saat pengerjaan terkadang sudah lazimnya terjadi kesalahan
ataupun ke tidak sesuaian dengan dari awal yang direncanakan, hal ini baik secara
disengaja maupun tidak sengaja antara pihak ekstern maupun intern. Maka dari itu
peran pengawasan sangat penting dalam hal manajemen pelaksanaan kerja agar
dapat mengurangi dan meminimalisir adanya penyimpangan, penyalahgunaan,
kebocoran, kekurangan, pemboresan, kemubaziran, penyelewengan, dan lain-lain
di masa akan datang.

Prajudi  Atmosudirdjo membagi pengawasan menjadi dua, VYaitu
pengawasan preventif dan pengawasan represif; serta pengawasan intern dan
pengawasan ekstern. (Efendi, 2007).

Menurut Aberham Yohanes dan Desta G/ Michael meliputi jenis-jenis

berikut. (Yohannes, Hukum Administrasi, 2010)
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. Internal Control (Pengawasan Internal), yaitu pengawasan yang dilakukan oleh

badan/lembaga pengawasan yang berada dalam struktur organisasi pemerintah

itu sendiri;

. External Co

pegawai-pege

. Control

Q@.

badan khusus yang diseb

untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan rakyat dalam bidang-

bidang tertentu.

. Control by human rights commission and ombusdman ( pengawasan oleh

komisi Hak Asasi Manusia dan Ombusdman), yaitu pengawasan untuk
pencegahan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Pengaduan terhadap

pemerintah.
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8. Mass Media Control ( pengawasan media massa), Yyaitu pengawasan oleh

media massa baik cetak maupun elektronik.

Untuk mendapatkan suatu sistem pengawasan yang efektif, maka perlu

1.

5. Ekonomis.
6. Dapat dimengerti.
7. Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif.

Setiap penyelenggaraan kegiatan pasti ada sistem pengawasan yang
berbeda-beda dengan sistem pengawasan kegiatan lainya. Sistem pengawasan ini
sendiri haruslah yang bertujuan dan mengacu kepada kegiatan yang nantinya akan

dilakukan sehingga pengawasan tidak dapat disamakan dengan sistem

11
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pengawasan pada kegiatan lain. Dalam hal ini agar semua berjalan efektif dan
sesuai dengan apa yang diharapkan pengawas yang melakukan pengawasan pada

kegiatan tersebut dapat melaporkan jika adanya terjadi penyimpangan-

menghormati,
mengharga erlaku baik yang

tertulis ma annya dan tidak

Q@ ypakan panggilan akan tugas dan

tanggung jawab bagi seorang ‘
Fungsi Hukum Administrasi dalam pengawasan Inspektorat terhadap
kinerja pegawai negeri sipil sejalan dengan pendapat Henc Van Maarseven dan
Ger van der Tang yang digunakan dalam ilmu hukum di Eropa Barat, yang berarti
meliputi tugas atau aktifitas yang ditugaskan kepada seseorang atau suatu badan,

atau peranan atau pekerjaan secara khusus. (Efendi, Hukum Administrasi, 2007)
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Seperti yang disampaikan G. Faltoe menyatakan bahwa hukum
administrasi mengatur hubungan hukum antara badan-badan publik dengan

individu atau badan-badan pribat atau antar badan publik satu dengan lainnya.

manajemen |2 dan dapat be ) a peningkatan

kinerja pegawa m se tansi pemerinta : gkungan Kota
i o I: ]

Pekanbaru, maka i '_ narik untt h ’ elalui variabel

orientasi ayana i i erjasama dan

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat terhadap pegawai
negeri sipil dilingkungan kota Pekanbaru ditinjau dari perspektif Hukum
Administratif Negara?

2. Apa hambatan yang dihadapi inspektorat dalam mengawasi pegawai negeri

sipil dilingkungan kota Pekanbaru?

13
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3. Bagaimana dampak positif dan negatif pelaksanaan fungsi pengawasan

Inspektorat terhadap Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kota Pekanbaru

ditinjau dari Perspektif Hukum Aministratif Negara?

1. aNno elaksa 2N pektorat terhadap

gsi pengawasan

kota Pekanbaru

1. E ] 1enjad ah satu acuan untuk solusi atas
hambatan terkait pelaksanaan fungsi pengawasan inspektorat terhadap pegawai
negeri sipil dilingkungan kota Pekanbaru ditinjau dari perspektif Hukum
Administratif Negara.

2. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan ilmu bagi pembaca
khususnya Mahasiswa Hukum Administrasi Negara Universitas Islam Riau dan

menjadi tambahan literature dalam penelitian terkait hal
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D. Konsep Operasional
George R. Tery mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa

yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila

2013) dijelaskan

aan pemerintah yang

tersebut merupakan manajemen dan organisasi daripada manusia-manusia dan
peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Pendapat-pendapat para ahli
tersebut diperkuat dengan Teori historis asal usul negara yang menganggap bahwa
lembaga-lembaga sosial kenegaraan tersebut tidak dibuat, tetapi tumbuh secara
evolusioner sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan  manusia. Oleh karenanya

lembaga-lembaga sosial kenegeraan itu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dari

15
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lingkungan setempat, waktu dan tuntutan zaman. Sehingga secara historis
berkembang menjadi negara-negara sebagaimana yang dapat dilihat saat ini.

(Syafilie, 2013).

Hal ini nm ah emerintaha ntuk oleh lembaga-

hubungan antara peme ngar - (PN ) adalah suatu
hubungan yang-t =fendi, 2007). Per: " an PNS berbeda-beda tiap negara,

meskipun secara J : af dalam sektor Publik.

Menurut sejarahnya, PNS bekerja pada pemerintah tidak berdasarkan
pesetujuan formal antara dua pihak yang berkedudukan sederajat tetapi lebih
berdasarkan pada keputusan yang dibaut oleh negara. (Efendi, 2007). Pada saat ini
hubungan PNS dengan pemerintah cenderung memiliki ciri Perjanjian Sukarela

antara pekerja dan pihak yang mempekerjakannya dalam sektor privat. Namun

16
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demikian, beberapa kriteria membedakan status PNS dari bentuk perjanjian kerja
lainnya adalah sebagai berikut:

1. PNS ditetapkan dengan suatu keputusan oleh institusi publik yang berwenang

mempunyai tiga arti yaitu; (HR, 2016).
1) Sebagai salah satu fungsi pemerintah,

2) Sebagai aparatur dan aparat,

3) Sebagai proses penyelenggaraan tugas pekerjaan pemerintah yang memerlukan

kerja sama secara tertentu.
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ISJIAIU

nery we[sy sej

Menurut teori penguasa Paulus E. Lotulung mengemukakan beberapa
macam pengawasan dalam hukum adminsitrasi negara, yaitu bahwa ditinjau dari

segi kedudukan dari badan/organ yang melaksanakan kontrol itu terhadap

badan/organ yang dapatlah dibed ontrol internal dan

\‘\HE“‘ .9' akukan oleh

1. Eksekutif;
2. Legislatif;

3. Yudikatif;

tersebut dalam lembaga negara merupakan Pegawai Negeri Sipil yang memang
bertugas mengabdi untuk negara dan kepentingan rakyat lainnya. Namun seperti
yang disampaikan sebelumnya, status Pegawai Negeri Sipil tentunya berbeda dari

bentuk perjanjian kerja pada umumnya.
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Pegawai Negeri Sipil menurut Sunita Zalpuri adalah Seluruh kelompok
personalia dibawah sistem kepegawaian pemerintah, utamanya pemerintah pusat

dan pemerintah negara bagian.

agaimana hukum tata

dan dalam S Pemerintah dalz 2ncakup semua
alat kelen Jars D ‘- -L :P_ . )ang — cabang
kekuasaan ekse / ' U ala elengkapan negara
lain yang bertinc : ; alam pengertian

sempit peme

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian ini dikelompokan ke dalam penelitian Hukum
observational researchdengan cara survey, (UIR, 2017) dimana penulis melakukan
penelitian langsung ke lokasi yang menjadi obek penelitian yaitu diKota
Pekanbaru. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu untuk membuat suatu

gambaran tentang suatu kenyataan secara lengkap.
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b. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini dilakukan dikantor Inspektorat Kota Pekanbaru yang

terdapat di Jalan Muatafa Sari No. 12, Tangkerang Selatan, Bukit Raya, Kota

i, tersebut merupakan

o nnnt U, .
‘JHQ\ &g' n, informasi

g akan diteliti
hap ini penulis

populasi yaitu

Qﬁ : orInspektorat Pekanbaru, Riau
tersebut cukup besar, ‘ Penulis mengambil langkah
menggunakan teknik Probability Sampling yang merupakan teknik sampling
dimana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih
menjadi sampel dengan turunan dan variasi berupa Dis Proportionate Stratified
Random Sampling yaitu metode penarikan sampel tidak secara proporsional

dengan strata yang ada dalam populasi. Dalam hal ini penulis meberikan tekanan

yang lebih besar pada bidang Pengawasan Pegawai Negeri Sipil tersebut.
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d. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian dalam wilayah

Kantor Inspektorat Pekanbaru, dengan alasan dan pertimbangan bahwa Pekanbaru

2) Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis
mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang menjadi
responden.

3) Observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka
pengumpulan data dengan cara mengamati  permasalahan dalam suatu

masyarakat dalam waktu tertentu.
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f. Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis normatif

qualititatif. Normatif karena penelitian hukum berpangkal pada peraturan-

peraturan yang ade ma hukum, sed atif karena semua data

.@ \‘Q\Rﬂ\‘ .QG. h peraturan

e
perundang-und K ijadika under oleh

statistik.

ANNENS

g. Metode

Mett
Metode ini d
instrumen de

terlebih dah

SN ALY

L\

selanjutnya di
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

ngsi Sungai

bumi dari

daerah-daerah penghasil lada, gambir, damar, kayu, rotan, dan lain-lain. Jalan
tersebut menuju ke selatan sampai ke Teratak Buluh dan Buluh Cina dan ke barat
sampai ke Bangkinang terus ke Rantau Berangin.

Pengembangan pekan ini kemudian dilanjutkan oleh putranya Sultan
Muhammad Ali. Di zamannya, Pekanbaru ini menjadi bandar yang sangat ramai

sehingga lama kelamaan nama Pekanbaru lebih dikenal daripada Senapelan. Pada
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tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah "Dewan Menteri* dari Kesultanan
Siak, yang terdiri dari datuk empat suku (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan
Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari
diperingati sebagai hari jadi kota.ini.

Berdasarkan Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak No.1 tanggal
19 Oktober 1919, Pekanbaru_menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun
pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang
dikepalai oleh seorang controleur yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus
landschap sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibukota Onderafdeling Kampar
Kiri sampai tahun 1942.Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942,
Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut gokung.
(https://id.wikipedia.org, 2018).

Selepas’ kemerdekaan_ Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur
Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah
otonom yang disebut Haminte atau Kotapraja Kemudian pada tanggal 19 Maret
1956, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia,
Pekanbaru (Pakanbaru) menjadi.daerah etonom kota kecil dalam lingkungan
Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan
Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru
masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru
resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan

Kepmendagri nomor Desember 52/1/44-25sebelumnya yang menjadi ibu kota

24


https://id.wikipedia.org/wiki/23_Juni
https://id.wikipedia.org/wiki/1784
https://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Siak
https://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Siak
https://id.wikipedia.org/wiki/Datuk
https://id.wikipedia.org/wiki/19_Oktober
https://id.wikipedia.org/wiki/1919
https://id.wikipedia.org/wiki/Distrik
https://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Siak
https://id.wikipedia.org/wiki/1931
https://id.wikipedia.org/wiki/Kampar_Kiri,_Kampar
https://id.wikipedia.org/wiki/1940
https://id.wikipedia.org/wiki/1942
https://id.wikipedia.org/wiki/Kekaisaran_Jepang
https://id.wikipedia.org/wiki/8_Maret
https://id.wikipedia.org/wiki/1942
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Medan
https://id.wikipedia.org/wiki/17_Mei
https://id.wikipedia.org/wiki/1946
https://id.wikipedia.org/wiki/Kotapraja
https://id.wikipedia.org/wiki/19_Maret
https://id.wikipedia.org/wiki/1956
https://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Otonom&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/9_Agustus
https://id.wikipedia.org/wiki/1957
https://id.wikipedia.org/wiki/Riau
https://id.wikipedia.org/wiki/20_Januari
https://id.wikipedia.org/wiki/1959

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

adalah Tanjungpinang (kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau).
(https://id.wikipedia.org, 2018).

Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada

an Siak pada

Kabupaten

hingga 35.6
Sebe J S as 16 km? yang

kemudian bertaml menjadi_62 N03 s 3 itu kecamatan

yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 1987."*4 Kemudian pada tahun 2003 jumlah kecamatan pada
kota ini dimekarkan menjadi 12 kecamatan.

Pada tahun 2014, Pekanbaru telah menjadi kota keempat berpenduduk

terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan Palembang dan Bandar Lampung.
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Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju
pertumbuhan penduduknya.

Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar
37,96% dari total penduduk.. kota."® Mereka umumnya bekerja sebagai
profesional dan pedagang. Populasi yang cukup besar telah mengantarkan Bahasa
Minang sebagai bahasa pergaulan?yang @mum digunakan oleh penduduk kota
Pekanbaru, selain Bahasa Indonesia.

Selain itu, etnis yang memiliki proporsi cukup besar adalah Melayu, Jawa,
Batak, dan Tionghoa. Perpindahan ibu kota Provinsi-Riau dari Tanjungpinang ke
Pekanbaru tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan Suku Melayu
mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota, namun.sejak tahun 2002
hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau
dari pemekaran Provinsi Riau. (https://id.wikipedia.org, 2018).

Masyarakat Tionghoa Pekanbaru pada umumnya merupakan pengusaha,
pedagang dan pelaku ekonomi. Selain berasal dari Pekanbaru sendiri, masyarakat
Tionghoa yang bermukim di Pekanbaru banyak yang berasal dari wilayah pesisir
Provinsi Riau, seperti dari Selatpanjang, Bengkalis dan Bagan Siapi-api. Selain
itu, masyarakat Tionghoa dari Medan dan Padang juga banyak ditemui di
Pekanbaru, terutama setelah era milenium dikarenakan perekonomian Pekanbaru
yang bertumbuh sangat pesat hingga sekarang.

Masyarakat Jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada masa
pendudukan tentara Jepang, sebagian mereka juga sekaligus sebagai pekerja

romusha dalam proyek pembangunan rel kereta api. Sampai tahun 1950 kelompok
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etnik ini telah menjadi pemilik lahan yang signifikan di Kota Pekanbaru. Namun
perkembangan kota yang mengubah fungsi lahan menjadi kawasan perkantoran

dan bisnis, mendorong kelompok masyarakat ini mencari lahan pengganti di luar

inyak bumi,

menguat setela al , patan penting di
pemerintahan, terutama pa ') - enjadi "Penguasa

Perang Ria

Saat anba enj D dengan nama

perekonomian Pekanba 3 enga perusahaan minyak,

pabrik pulp

0,30%.

Berdasarkan kelompoknya, inflasi terjadi hampir pada semua kelompok
barang dan jasa kecuali kelompok sandang dan kelompok kesehatan yang pada
triwulan laporan tercatat mengalami deflasi masing-masing sebesar 0,88% dan
0,02%. Secara tahunan inflasi kota Pekanbaru pada bulan Maret 2010 tercatat

sebesar 2,26%, terus mengalami peningkatan sejak awal tahun 2010 yaitu 2,07%
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pada bulan Januari 2010 dan 2,14% pada bulan Februari 2010.
(https://id.wikipedia.org, 2018).

Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru, telah memegang
peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekomoni kota ini. Penemuan
cadangan minyak bumi pada tahun 1939 memberi andil besar bagi perkembangan
dan migrasi penduduk dari kawasan: lain: Sekior perdagangan dan jasa saat ini
menjadi ‘andalan . Kota Pekanbaru, yang terlihat .dengan = menjamurnya
pembangunan ruko pada jalan-jalan utama kota ini. Selain itu, muncul beberapa
pusat perbelanjaan modern, diantaranya: Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza
Sukaramai, Mal Pekanbaru, Mal SKA, Mal Ciputra Seraya, Lotte Mart,
Metropolitan Trade Center, The Central, Panam Square dan Giant.

Walau di tengah perkembangan pusat perbelanjaan modern ini, pemerintah
kota terus berusaha untuk stetap menjadikan pasar tradisional yang ada dapat
bertahan, di antaranya dengan melakukan peremajaan, memperbaiki infrastruktur
dan fasilitas pendukungnya. Beberapa pasar tradisional yang masih berdiri, antara
lain Pasar Bawah, Pasar Raya Senapelan (Pasar Kodim), Pasar Andil, Pasar
Rumbai, Pasar Limapuluh dan Pasar Cik Puan. (https://id.wikipedia.org, 2018).

Sementara dalam pertumbuhan bidang industri di Kota Pekanbaru terus
mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 3,82 %,
dengan kelompok industri terbesar pada sektor industri logam, mesin, elektronika
dan aneka, kemudian disusul industri pertanian dan kehutanan. Selain itu beberapa

investasi yang ditanamkan di kota ini sebagian besar digunakan untuk
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penambahan bahan baku, penambahan peralatan dan perluasan bangunan,
sebagian kecil lainnya digunakan untuk industri baru.

Untuk mengantisipasi kebutuhan energi listrik dimasa mendatang,
pemerintah kota Pekanbaru telah.mengusahakan pembebasan lahan seluas 40 ha
untuk pembangunan PLTU Tenayan Raya.

Sementara untuk memenuhitkebutahan air bersih, Pemerintah kota melalui
PDAM memanfaatkan air permukaan dari Sungai Siak yang mempunyai kapasitas
5000 liter/detik sebagai sumber air baku bagi Instalasi Pengolah Air Bersih, yang
terpasang dengan kapasitas 380 liter/detik. Selanjutnya sistem pengolahan penuh
dan chlorinasi digunakan untuk memproduksi air bersih dengan kapasitas 350
liter/detik. Dari-kapasitas produksi yang ada, telah terdistribusi.dalam 18.660 unit
Sambungan Rumah (SR) dan 45 Hidran Umum (HU). Setiap SR rata-rata
digunakan 5 — 6 orang dan HU dapat digunakan 100 orang. Fasilitas ini memang
belum mencukupi kebutuhan keseluruhan masyarakat kota ini, sehingga sebagian
besar masyarakat masth memanfaatkan secara langsung air permukaan dari sungai
Siak tersebut. (https:#id.wikipedia.org, 2018).

Saat ini pemerintah”kota telah menetapkan tempat pembuangan akhir
(TPA) sampah di 2 lokasi dengan metode open dumping, vaitu kawasan
Limbungan seluas 5 Ha dengan jarak dari kawasan permukiman 19 km dan Kulim
seluas 3 Ha dengan jarak dari kawasan permukiman 8 km. Selain itu gerobak
sampah masih digunakan untuk pengumpulan tak langsung, jumlah total gerobak
yang ada saat ini adalah 305 buah dengan kapasitas rata-rata 1 m3 untuk melayani

pengumpulan individual pada 5 wilayah pengumpulan. Sarana pemindahan yang
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ada berupa bak sampah pasangan batu-bata dan pelat baja sebanyak 32 buah
dengan daya tampung 157.5 m3. Saat ini kapasitas penampungan TPS baru

mencapai 8 % terhadap total timbunan yang ada. Untuk armada angkutan

1 sampai 20
meter deng ﬁl [ _- aSif -_ ], yaitu antara 100-200 per
bulan. Seca g a _' :‘- ‘ salah genangan air,
baik akibat adanya limpasé S8 yang ada maupun akibat

terhambatnya pe irs Salt S g a baru mencakup

perkotaan ke arah ke selatan, timur dan barat kota (kecamatan Tampan, kecamatan
Marpoyan Damai, kecamatan Bukit Raya, kecamatan Tenayan Raya, dan
kecamatan Payung Sekaki). Sedangkan Kecamatan Senapelan, Kecamatan
Sukajadi, Kecamatan Sail dan Kecamatan Limapuluh sebagai kawasan

perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan regional dan internasional,

perumahan perkotaan (town house dan apartemen), yang diintegasikan dengan
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sistem jaringan transportasi massal dan sistem jaringan transportasi regional

melalui jalan tol, akses ke bandara dan pelabuhan di Sungai Siak.

(https://id.wikipedia.org, 2018).

berdampak seba a apa anusia yar bagai SDM bukan
lah SDM yang aupun tidak sesuai denga apkan maka itu

akan jadi = , ; Maka dari itu

aparatur sipil negara dalam melakukan pekerjaan nya dan terhadap pelayan nya
kepada masyarakat. Jika melihat kondisi pegawai pemerintahan saat ini masih
terlihat sangat bersifat regulation based. Hal ini dikarenakan selama 30 tahun
pemerintahan sebelum reformasi tidak terlalu memperhatikan kinerja dari pegawai

pemerintahan yang pada masa itu disebut sebagai pegawai negeri sipil. Padahal,
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pada saat yang sama negara-negara tetangga kita sudah memiliki pegawai-
pegawai pemerintahan yang kompeten juga profesional. (Rudito, 2016).
1. Reformasi  Administrasi  Publik, Reformasi Birokrasi dan

Kepemimpinan Masa Depan

Reformasi birokrasi pertama Kkali dilaksanakan olen NKRI pada era
pemerintahan Soekarno tahun 1962; dengan dibentuknya Panitia Retoolik Negara
yang bertugas untuk “mengoptimasikan fungsi birokrasi dalam penyediaan
pelayanan publik. Upaya tersebut tenggelam disebabkan adanya intervensi politik
pada saat itu terlalu besar sehingga pada akhirnya peran birokrasi menjadi bias.

Pada tahun 1980-an hingga 1990-an dikenal kebijakan debirokratisasi dan
deregulasi yang berkaitan erat dengan upaya pemerintah Soeharto untuk
meningkatkan investasi modal domestik maupun asing di Indonesia melalui
sistem ekonomi pasar terbuka, sehingga resistensiybirokrasi dan regulasi terhadap
pembukaan ladang investasi mengalami revisi dan rasionalisasi. Pada masa ini,
muncul juga istilah Orde Baru untuk masa pemerintahan Soeharto dan Orde Lama
untuk pemerintahan Soekarno.

Pada masa Orde Baru, birokrasi di.dndonesia berafiliasi dengan Partai
Golkar dan Militer, kekuatan sosial politik ini pada masa itu sangat sulit untuk
ditandingi di Indonesia. Hampir 80 persen aktifitas masyarakat Indonesia dikuasai
oleh kekuatan birokrasi tersebut, juga mebuka peluang untuk melakukan
inefesiensi terhadap penggunaan anggaran negara.

Kondisi antiklimaks muncul sejak tahun 1997, dimana jadi krisis moneter

membuat situasi perekonimian menjadi tidak menentu. Disamping itu adanya
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tekanan dari pihak-pihak Internasional seperti adanya pengaruh dari International
Monetery Fund dan Bank Dunia yang memberikan pinjaman-pinjaman yang

dianggap semakin menyusahkan negara-negara Dunia Ketiga. Puncaknya adalah

pemerintahan
atau aparat pe ' ) ' ajuan kehidupan
masyarakat secar . rasi yang kalz ada atasan, atasan

harus diula

Q annya kedalam empat dimensi
aspek yang perlu ditata ula . nele ekomendasi kebijakan, sebagai berikut;
(Rudito, 2016).

1) Kebijakan restruktusi untuk membenahi permasalahan
kelembagaan/organisasi. Dalam hal ini, tentunya ada perubahan visi dan

misi dalam organisasi atau kelembagaan.
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2) Kebijakan rasionalisasi dan relokasi untuk mengatasi permasalahan
sumber daya manusia aparatur. Adanya penempatan tenaga kerja atau
sumber daya manusia yang tepat sasaran dan keahlian yang tepat.

3) Kebijakan«simplifikasi..dan otomisasic untuk  mengatasi permasalahan
ketatalaksanaan / sistem prosedur. Mengurangi jalur-jalur birokrasi.

4) Kebijakan dekulturisasi, budaya lama; dengan menginkulturisasi budaya
baru mengatasi- permasalahan budaya birokrasi. Usaha atau proses
sosialisasi budaya birokrasi yang baru untuk mengganti budaya yang
melekat dibirokrasi sebelumnya.

Ketetapan MPR Nomor V1/2002 merekomendasikan kepada presiden agar
membangun kultur birokrasi Indonesia yang ' transparan, .akuntabel, bersih,
bertanggung jawab, dan dapat menjadi pelayan masyarakat, abdi negara, contoh,
dan teladan masyarakat. Dengan kata lain, reformasi birokrasi berarti adanya
perubahan cara berpikir (pola pikir, pola sikap, dan pola tindak); perubahan gaya
dari pengusaha menjadi pelayan; mendahulukan peranan dari wewenang; tidak
lagi berpikir mengenai hasil produksi tetapi hasil akhir; perubahan manajemen
Kinerja ; memantau percontohan.reformasi.birokrasi, mewujudkan pemerintahan
yang baik, bersih, transparan dan profesional, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme
(KKN) melalui penataan kelembagaan, penata ketatalaksanaan, penataan sumber
daya manusia aparatur, akuntabilitas, pelayanan dan kualitas pelayanan. (Rudito,
2016).

Dengan berjalannya reformasi birokrasi, pelayanan publik dituntut agar

dapat lebih profesional dalam menjalankan segala sesuatu hal dalam pelaksanaan
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pekerjaan sehingga setiap pekerjaan yang mereka lakukan sesuai dengan prosedur
dan juga dapat membantu segala sesuatu hal yang diinginkan masyarakat sesuai
dengan yang seharusnya yaitu dalam melayani dan mengayomi masyarakat.
Pelayanan yang dimaksudkan disini adalah pelayanan yang.mampu memberikan
rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat sehingga tidak adanya kesalahan
serta keraguan masyarakat didalam proses: pengerjaan yang berhubungan dengan
aparatur sipil negara. Adapun sasaran yang akan dan ingin dicapai dari birokrasi
pemerintahan yang saat ini dan akan dilaksanakan pada saat ini yaitu harus sesuai
dengan prosedur ataupun tata cara pelaksanaan pelayanan yang dapat
diselenggarakan secara cepat, tepat, dan tidak mempersulit bagi masyarakat
nantinya, sehingga tidak akan membuat masyarakat bingung dan mempermudah
masyarakat dalam pengurusannya. Dan harus adanya kejelasan serta kepastian
dalam proses pelaksanaan atau prosedur baik dalam tahap awal di administrasi
hingga nantinya -pada saat proses akhir. Pemerintah juga dituntut adanya
transparansi terhadap masyarakat dengan menjelaskan segala sesuatu hal yang
menyangkut dengan“proses administrasi tersebut. Pelayanan administratif yang
diinginkan masyarakat sendiri adalah berapa besar estimasi biaya ataupun uang
yang akan dikenakan terhadap masyarakat dan bagaimana cara pembayaran nya
yang nantinya agar mampu dipertanggung jawabkan oleh aparatur sipil negara
tersebut. Aparatur sipil negara sendiri dituntut agar melakukan pelayanan terbuka
se terbuka-bukanya dimana setiap aparatur sipil negara wajib dan harus
menyampaikan segala sesuatu perihal maupun informasi baik diminta ataupun

tidak oleh masyarakat agar tidak adanya kesalahan dan keraguan di kalangan
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masyarakat buat kedepannya. Sehingga pelayanan pemerintah itu dapat terwujud
menjadi pemerintah dan aparatur sipil negara yang efisien, tepat waktu, responsif
sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan dan disukai oleh banyak masyarakat.

Selain itu.organisasi publik (birokrasi)«juga harus memiliki struktur dan
prosedur yang fleksibel dikarenakan organisasi publik yang mana disini aparatur
sipil negara yang bertindak sebagai menjalankannya harus mampu beradaptasi dan
menyesuaikan diri agar mampu mengembangkan kemampuan diri terhadap
lingkungan dan keadaan yang akan dihadapinya nanti. Sehingga aparatur sipil
negara tersebut dapat mengelola serta menyalurkan sumber-sumber pemasukan
dana yang nantinya akan dikelola.

UNDP..dalam LAN (2000) mengajukan’ karakteristik.--good governance
yang ideal, sebagai berikut: participation (Setiap warga negara memiliki suara
dalam pembuatan keputusan-atas dasar kebebasan, berasosiasi dan berbicara serta
berpartisipasi secara konstruktif), rule of law (kerangka hukum harus adil,
terutama hukum untuk HAM), transparency yang dibangun atas dasar kebebasan
arus informasi, responsiveness dari setiap lembaga.untuk melayani stakeholders,
consensus orientation ( sebagaiperantara.dalam memperoleh pilihan-pilihan
terbaik bagi kepentingan umum, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur),
equity, effectiveness and efficiency, accountability ( bergantung kepada organisasi
dan sifat keputusan yang dibuat, apakah untuk kepentingan internal atau eksternal
organisasi), serta strategic vision mengenai pengembangan manusia yang sejalan

dengan pembangunan yang direncanakan. (Rudito, 2016).
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Refomarsi birokrasi ini sendiri dilakukan agar melakukan pembaharuan
dan memodifikasi dari apa yang selama ini telah ada dan berjalan didalam dunia
pemerintahan, yaitu didalam aspek lembaga ataupun organisasi didalam
pemerintahan itu.sendiri maupun._dalam pelaksanaan kerja.yang akan dan telah
mereka lakukan. Dan reformasi birokrasi ini dilakukan tek lain dan tak bukan
adalah guna untuk meningkatkan-efektifitas dan elektabilitas aparatur sipil negara
dalam menjalani tugas kepemerintahan yang nantinya akan melakukan perubahan
dan perkembangan negara maupun daerah dimana aparatur sipil negara tersebut
dinas/bekerja yang sesuai dan diinginkan oleh masyarakat.

Salah satu tujuan dan yang diinginkan dari reformasi birokrasi ini tak lain
dan tak bukan-adalah untuk mendapatkan pelayanan terbaik. dan tidak berbelit
serta berteele-tele yang nantinya akan mempermudah dan menguntungkan bagi
masyarakat. Dan sasaran utama dari dilakukannya reformasi birokrasi tersebut
adalah agar tingkah laku dan perbuatan birokrasi untuk mencapai hasil yang
efektif sesuai dengan birokrasi dan tujuan pembangunan nasional.

Pada dasarnya, inti reformasi birokrasi itu mencapai dua aspek. Pertama,
mengubah seluruh mekanisme kerja agar menjadi lebih efektif, efisien, transparan,
profesional, dan akuntabel. Jadi, yang diubah dalam reformasi birokrasi
sistemnya, atau bagaimana sebuah mekanisme kerja lebih terukur dan akuntabel,
serta seluruh bagian atau unit kerja harus bekerja dengan baik. Kedua, melakukan
reformasi seluruh sumber daya yang dimilikinya, terutama Sumber Daya Manusia

(SDM). Aspek yang kedua merupakan implikasi dari reformasi yang pertama.
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Dalam menempatkan orang juga harus sangat terukur dan kompetensinya harus
relevan.

Sistem meritokrasi telah diatur dalam Undang-undang Aparatur Sipil

ktif organisasi

ang dimiliki oleh

pegawai didasarkan pada Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja, serta
penggunaan  Computer Assissted Test (CAT) dalam seleksi pegawai ASN;
pengembangan pegawai, yang berupa hak seluruh pegawai ASN untuk
berkembang dengan mengikuti diklat, seminar, kursus, praktik kerja, dan program
pertukaran PNS- swasta; promosi yang berbasiskan kompetisi terbuka bagi setiap

pegawai ASN yang memenuhi syarat; kesejahteraan yang berdasarkan beban
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kerja, tanggung jawab, risiko pekerjaan, dan kinerja; manajemen kinerja yang
menjamin objektivitas pembinaan pegawai ASN yang didasarkan prestasi dan

sistem Karir, serta adanya sanksi atas tidak tercapainya kinerja; disiplin dan etika

dibanding S ahulu. Bahkan PNS

sendiri pun u sendiri.

Hal gencar oleh

i, Presiden RI,

Aparatur Sip egara alah, disetuj eh Rapat Paripurna

menjadi UU

profesi, maka diperlukan adanya asas, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku
serta pengembangan kompetensi. UU tersebut juga mencakup ketentuan mutasi,
penggajian dan pemberhentian; pengisian jabatan tinggi;pembentukan Komisi
Aparatur Sipil Negara (KASN); jabatan dalam ASN; batas usia pensiun;
perlindungan dari intervensi politik; dan penguatan kompetensi, kompetisi,

manajemen, dan pengembangan karir.
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Dengan demikian, tentu saja ada perubahan-perubahan yang ditujukan ke

arah yang lebih baik. Perubahan-perubahan tersebut mencakup manajemen ASN

yang sudah tertuang dalam UU RI no.5 tahun 2014 dengan tujuan-tujuan

dimana lebih

nondiskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan
kesejahteraan.
Adapun beberapa prinsip yang menjadi landasan bagi ASN sebagai profesi

untuk PNS dan PPPK berdasarkan UU ASN Pasal 3, yaitu:

40



1. Nilai Dasar

Hal yang harus dan wajib diperhatikan oleh seorang aparatur sipil negara
adalah seorang aparatur sipil negara wajib berlandaskan dan berpegang teguh
kepada Ideologi Pancasila, dengan memperhatikan Undang-Wndang Dasar Negara
Repunlik Indonesia 1945, serta pemerintahan yang baik dan benar mengabdi
kepada negara dan masyarakat-Iindonesid,-menjalankan tugas secara professional
dan tidak memihak baik ke atas maupun kebawah, mengeluarkan keputusan sesuai
dengan apa yang seharusnya sesuai dengan ilmu dan hukum yang sudah diatur,
dalam artian tidak adanya diskriminasi terhadap masyarakat, menjunjung sifat
sopan dan etika yang baik, yang dapat mempertanggung jawabkan segala sesuatu
hal tindakan yang dia kerjakan maupun dan telah dia kerjakan kepada public
masyarakat, memiliki kemampuan dalam mengemban seluruh tugas yaitu dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara jujur, adil, tanggap, cepat dan
akurat, serta santun dengan yang berlandaskan kepada kepemimpinan berkualitas
tinggi, menghargai demokrasi dan pendapat apapun dan dari siapapun, dan
mampu beekrja sama dengan mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong
kinerja pegawai sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya .

2. Kode Etik dan Kode Perilaku

Kode etik dan kode perilaku buat aparatur sipil negara ataupun ASN
berguna dan bertujuan untuk menjaga kehormatan dan martabat si aparatur sipil
negara tersebut. Kode etik dan kode perilaku ini sendiri dibuat agar mengatur
perilaku dari pegawai ASN itu sendiri agar mampu melaksanakan tugasnya

dengan jujur, transparan, bertanggung jawab, berdedikasi dan berintegrasi tinggi,
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dalam melaksanakan tugasnya, dengan cermat dan disiplin, melayani setiap
pekerjaan dengan hormat dan sopan, dan adanya tekanan ataupun intimidasi,
melaksanakan seluruh tugas nya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
melaksanakan seluruh tugas yang_diberikan oleh atasan atau pejabat berwenang
yang berada diatas nya, yang sejalan dan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan dan kodecetik ‘yang berlaku di pemerintahan, menjaga
seluruh kerahasiaan yang bersangkutan dengan kerahasiaan kebijakan negar agar
tidak memberikan kepada siapa pun yang nantinya berguna untuk memperkaya
rang lain (bersama-sama), menggunakan seluruh ataupun sebagian dari harta dan
kekayaan negara serta barang milik negara se efektif dan seefesien mungkin yang
nantinya dapat dipertanggung jawabkan atas segala sesuatu yang telah dia lakukan
dan perbuat, menjaga dan menghindari agar tidak ada terjadinya konflik intern
maupun ekstern kepentingan, dalam selama menjalankan tugasnya, memberikan
seluruh informasi secara jelas dan akurat kepada pihak yang membutuhkan
informasi yang bersangkutan dengan kepentingan kedinasan, tidak menyalah guna
kan iformasi intern di dalam dunia pemerintahan negara, tugas, status, kekuasaan,
dan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan baik bagi dirinya sendiri maupun
keuntungan buat orang lain maupun yang dilakukan sama diri sendiri maupun
bersama-sama yang digunakan untuk diri sendiri ataupun orang lain, memegang
teguh nilai dasar dan peraturan dari ASN agar selalu menjaga reputasi
kepopuleran reputasi dan integritas ASN, dan melaksanakan seluruh ketentuan

dan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN.
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3. Komitmen, Integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan
publik.

Setiap aparatur sipil negara dituntut agar memiliki sifat dan sikap
bertanggung jawab atas apa-yang telah_ dia«lakukan dan akan dia lakukan.
Komitmen yang dilakukan setiap aparatur sipil negara ini merupakan hal yang
penting dalam memberikan pelayanan:yang nantinya dapat mencapai dan sesuai
dengan serta misi dari- ASN tersebut. Dimana dalam .hal ini, setiap pegawali
ataupun aparatur sipil negara dapat mempertanggung jawabkan dengan komitmen
yang telah dia berikan dari awal. Pertanggung jawaban ini yang nantinya akan
dipertanggung jawabkannya dikarenakan suatu perihal yang telah dilakukannya
dalam pelayan.maupun sikap nya di dunia pemerintahan maupun masyarakat.

4. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas.

Setiap ASN memerlukan kompetensi dan kemampuan yang harus mereka
miliki dalam menjalankan tugas nya masing-masing sesuai dengan bidang dan
pekerjaan nya masing-masing. Pemerintah sebagai pengawas sekaligus yang
nantinya akan menganalisis dengan baik dan benar dalam setiap kompetensi yang
dimiliki dari seluruh anggota. aparatur..sipil negara tersebut agar dapat
menempatkan jabatan serta tugas yang tepat dan tidak salah. Penempatan tugas
dan jabatan yang diberikan tersebut jika terjadi kesalahan, atau tidak sesuai
dengan bidangnya nanti akan berdampak kepada peran profesionalitas aparatur
sipil negara yang tidak akan dapat melaksanakan tugas nya secara maksimal

kepada masyarakat.
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5. Profesionalitas Jabatan
Seorang aparatur sipil negara harus memiliki sifat profesionalitas didalam

melakukan pekerjaan selama masih ada dalam masa jabatan dinas. Dimana agar

masyarakat. Profes S jabatan yang diberikan ke eorang aparatur sipil

negara akan 3 : elara: gan dalam mencapai

kompetensi, dan Kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa adanya diskriminasi
dalam membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis
kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan agar tidak adanya
perbedaan didalam memberlakukan pelayanan. Sistem merit diberlakukan melalui
seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif; menerapkan prinsip fairness,

penggajian, reward and punishment berbasis kinerja; standar Integritas dan
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perilaku untuk kepentingan publik; manajemen SDM secara efektif dan efisien;
dan melindungi pegawai dari intervensi politik dan dari tindakan semena-mena.

Dalam melaksanakan perekrutan aparatur negara pun saat ini pemerintah
sudah menerapkan sistem merit.dan didukung-oleh ICT. Berbeda dengan tahun-
tahun sebelumnya yang masih menggunakan LJK dan tidak menerapkan sistem
merit, seperti- yang dilansir. di=Kompas;: /Kemen PAN-RB menyelenggarakan
seleksi penerimaan CPNS yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui proses dan
mekanisme yang bersih, objektif, transparan dan akuntabel berdasarkan
kualifikasi dan kompetensi. Hal tersebut sesuai dengan UU No 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara. Tahapan-tahapan dalam seleksi CPNS pun
meliputi seleksi‘administrasi, Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi
Bidang (TKB) dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT).

Bila kita melihat kembali isi dari UU ASN, maka ada tiga poin penting
alasan ASN sangat penting untuk pembangunan bangsa ini. Pertama, aparatur
sipil negara berfungsi guna untuk mewujudkan tujuan nasional. Hal tersebut
dikarenakan keberadaan dan eksistensi aparatur sipil.negara ini lah yang bisa dan
dapat melakukannya karena memiliki. kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan
serta memadai guna melaksanakan tugas berdasarkan kode etik serta tata laku,
yang secara menyeluruh menjunjung prinsip integritas, nasionalisme, etika,
komitmen anti korupsi maupun KKN, serta semangat dalam melakukan pelayanan
terhadap masyarakat. Kedua, pegawai sipil negara tersebut diberikan tugas untuk
melakukan tugas pelayanan publik, pemerintahan, dan tugas tugas yang berkaitan

dengan pembangunan pemerintahan, yang guna nantinya mencapai tujuan
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nasional pemerintahan Indonesia. Ketiga, sehingga yang nantinya setiap langkah
yang dilakukan dalam perwujudan tugas-tugas tersebut perlu dipelajari lebih
dalam agar dapat dimengerti oleh seluruh aparat sipil negara.

Hasil atau-efek dalam perealisasian. dari tugas-tugas.yang terkait dengan
pembangunan dilakukan melalui pembangunan bangsa dan pemerintahan yang
berbasis  dan. mendasar kepada | pembangunan budaya dan politik, serta
pembangunan dalam bidang ekonomi dan sosial di’ masyarakat. Tujuan dari
pembangunan ini adalah guna untuk kemakmuran dan yang nantinya akan
mensejahterakan seluruh masyarakan Indonesia. Hal ini diwujudkan dengan
meningkatkan kualitas SDM masyarakat Indonesia yakni memperbaiki sistem
pendidikan, dan kesehatan, yang mana setiap warga negara Indonesia berhak dan
layak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan serta kesehatan yang dapat
memberikan nilai tambah bagi mereka tanpa memikirkan ada sesuatu biaya yang
akan dibebankan kepada mereka nantinya.

Selanjutnya, pembangunan-pembangunan infrastruktur juga harus menjadi
perhatian oleh seorang aparatur sipil negara. Hal tersebut dapat dilakukan dengan
cara memberikan tempat tinggal .yang layak,.transportasi umum yang layak serta
aman dan nyaman bagi masyarakat yang nantinya akan menggunakan transportasi
tersebut, jalanan umum ataupun jalan raya yang nantinya akan menjadi jalan
penghubung antar daerah Pekanbaru maupun dengan daerah luar dari Pekanbaru.
Penambahan kapasitas dan kualitas energi juga dilakukan guna untuk memastikan
kegiatan masyarakat didalam seperti kegiatan produksi agar dapat berjalan dengan

lancar. Hal hal tersebut lah yang harus menjadi perhatian dari pejabat aparatur
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sipil negara yang nantinya agar dapat dipastikan terwujudnya dari tujuan nasional
dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan.

Hasil dari paparan penelitian tersebut maka, penggunaan sistem merit ini
diperlukan dalam.semua kegiatan kepegawaian; seperti rekruitmen, pengangkatan
pegawai, penempatan, promosi pada suatu jabatan yang dilaksanakan secara
terbuka dan kompetitif, serta. kegiatan-pengembangan lainnya. Sehingga dengan
pelaksanaan sistem. merit.~ di dalam sistem kepegawaian" tersebut dapat
mendukung terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik.

Aparatur Sipil Negara (ASN) atau yang lebih dikenal dengan Pegawai
Negeri Sipil (PNS) sudah ada di Indonesia ini sejak zaman kolonial, dimulai dari
Pidato Ratu Kerajaan Belanda, Wilhelmina, terkait dengan politik etis di tahun
1901 menyebabkan warga pribumi mendapatkan kesempatan menjadi pelayan
publik untuk mengurus beamienstaat (birokrast),.di pemerintahan Hindia Belanda,
dan ternyata saat itu sudah mulai terjadi praktik korupsi disekitar mereka,
khususnya dalam pelaksaan pelayanan publik. Hal itu terus berlanjut hingga
kemerdekaan. Pada masa setelah kemerdekaan, pelayan publik ini menjadi alat
kekuasaan pemerintah khususnya pada era Order Baru. Beberapa hal yang
menjadikan citra yang buruk terhadap pegawai pemerintahan adalah PNS belum
dianggap sebagai profesi, penempatan dan pengangkatan dalam jabatan belum
berbasiskan kompetensi dan kualifikasi seerta kompetensi dari PNS tidak sesuai
dengan kebutuhan.

Ada beberapa hal yang dapat menjadikan penilaian buruk terhadap

pegawai sipil negara adalah PNS belum dianggap sebagai profesi, hal ini
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dikarenakan disaat proses penempatan dan pengangkatan dalam jabatan belum
berbasis berdasarkan pada kompetensi, serta kualifikasi kompetensi yang dimiliki
PNS tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Banyak orang yang masih
menganggap profesi- PNS merupakan pekerjaan yangsaman dan nyaman,
dikarenakan profesi ataupun jabatan pada PNS tidak mungkin akan dipecat dan
disaat pada masa pensiun nya.akan diberikan dana pensiun.

Dan hal ini lah yang membuat semua PNS berada pada zona aman dan
nyaman mereka sendiri dikarenakan tak menutup kemungkinan setiap PNS akan
berfikiran kerja ataupun tidak bekerja, bodoh ataupun pintar, sedikit atapun
banyak nya yang merekan kerjakan akan mendapatkan hasil dan gaji yang sama
sesuai dengan jabatan yang mereka jabat pada saat itu. Semua PNS tidak akan ada
motivasi lebih dalam menjalankan tugas yang sesuai profesionalitas yang
seharusnya mereka lakukan:, Dan dengan begitu, maka kebanyakan para PNS
tersbut ditempati oleh orang-orang yang tidak memiliki kompetensi dan
kemampuan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Maka kalau kita lihat ini
akan berdampak kepada kekacauan dan kehancuran didalam sistem pemerintahan
yang ada di Indonesia. Dikarekanan “setiap.kebijakan maupun keputusan yang
dihasilkan tidak dapat memberikan manfaat yang baik bagi negara.

Keadaan ataupun kondisi lain yang semakin menyebabkan PNS menjadi
lebih tidak efektif serta efisien adalah, dalam perekrutan calon pegawai negeri
sipil itu yang masih desentralisasi ataupun merekrut ataupun menempatkan orang-
orang yang berasal dari daerah masing-masing yang terkadang masih memikirkan

tentang sistem kekeluargaan yang mana nantinya akan menutup akses orang dari
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wilayah lain maupun orang tersebut berkompeten dan berpotensi baik bagi negara
akan terasingkan dikarenakan mempertahankan masyarakat yang berasal ataupun
warga asli dari daerah atau kedaerahan tersebut. Hal tersebutlah yang
memperlemah Negara Kesatuan. Republik Indonesia. Dan.dari perekrutan PNS
yang seperti ini yang membuat rekrutmen desentralisasi tersebut menjadi pegawai
negeri sipil yang isinya kepegawaian yang tidak.jelas.

Kepegawaian yang belum tersistem belum baik masih belum jelas yang
nantinya juga belum mengaitkan remunerasi dengan pencapaian kinerja dan
promosi kenaikan jabatan yang masih tertutup akan ikut mengambil alih
kontribusi menciptakan budaya PNS dalam kinerja yang sangat rendah.

b. Badan Inspektorat sebagai Badan Pengawasan dan Pembinaan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan, Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah, Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan
lembaga pemerintah. nonkementerian, inspektorat..provinsi dan inspektorat
kabupaten/kota. (PP No.12"Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

Dalam hal ini terkait Pengawasan yang dilakukan oleh Masyarakat , sesuai
dengan Pasal 22 PP 12 Tahun 2017, Masyarakat dapat menyampaikan laporan
atau pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh kepala daerah,
wakil kepala daerah, anggota DPRD, dan/atau aparatur sipil negara di instansi

daerah dan perangkat desa kepada APIP dan/atau aparat penegak hukum.
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Sebagaimana dijelaskan dalam Paragraf 2, Pasal 16 ayat 1 PP No.12 tahun

2017, Pengawasan Penyelenggaraan APIP harus berdasarkan kompetensi yang

dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang

1.

2. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

3. Pelaksanaan Program Strategis Nasional di daerah;

4. Berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian
rencana pembangunan jangka menengah daerah;dan

5. Pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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C. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan
1. Definisi Pengawasan

Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi

tentang pengawa anyak _- : -_ manajemen. (Hamidi, 2011).
Oleh sebab ! _ ‘ a pe san akan ditelusuri
dari berbag

Tidak > gerti asan. Pengawasan

didefinisikan secara emiliki i eda-beda, diantaranya

memberikan batasan pengertian pengawasan sebagai any process in which a
person or group of persons or organization of persons determines, i.e.,
intentionally affects, what another person or group or organization will do.
(Tannebaum).

Pengawasan adalah suatu proses dimana orang atau kelompok orang atau

organisasi menetapkan, atau dengan kata lain dengan sengaja memengaruhi

51



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

bagaimana orang atau kelompok atau organisasi lain akan bertindak. Pengawasan
dapat diterapkan pada ruang yang sangat khusus, misalnya pengawasan yang

dilakukan oleh seseorang atasan terhadap bawahannya untuk melakukan suatu

agar penye

efektif dan

Tahun 2015). Implikasi yang bersifat pragmatic berkaitan dengan apa yang akan
individu lakukan atau tidak lakukan. Implikasi pragmatic sangat penting untuk
mengendalikan individu dalam menggunakan kekuasaan atau kewenangannya.
Implikasi symbolic berkaitan dengan psikologis individu atau charged

emotionally.
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Bahasa Inggris menyebutnya control, supervision, atau oversight, review,
scrutiny, inspection, dan watchfulness. Pengawasan atau controlling dalam bahasa
Inggris berasal dari kata control yang berarti to run, to manage. Pengawasan
berarti mengatur..Konsep pengawasan mulai.dikembangkan. pada tahun 1970-an
pada abad ke-20 sebagai alat untuk mencegah kondisi krisis suatu perusahaan agar
tidak bangkrut.

Pengawasan diartikan sebagai instrumen atau alat untuk perencanaan,
akuntansi, analisis dan kontrol operasional suatu kegiatan usaha, digunakan untuk
pengambilan keputusan berdasarkan sistem kumpulan data dan sistem itu
digunakan secara konstan atau terus menerus untuk melakukan analisis dari sudut
pandang aspek bisnis yang berbeda. (Dimov, 2010).

Dengan demikian jika terjadi kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan
yang tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, maka dapat segera diambil
langkah-langkah yang dapat meluruskan serta memperbaiki kegiatan berikutnya
sehingga terarah dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Secara sederhana, pengawasan menurut Thomas P. Dinapoli adalah
aktivitas atau prosedur yang dirancang untuk memberikan jaminan yang masuk
akal bahwa suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
(activities or procedures designed to provide reasonable assurance that
operations are going according to plan). Dinapoli juga mendefinisikan
pengawasan sebagai integrasi dari aktifitas, perencanaan, sikap, kebijakan, dan
upaya seseorang dalam suatu organisasi yang bekerja bersama-sama untuk

memberikan jaminan yang masuk akal bahwa suatu tujuan dan misi yang telah
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ditetapkan oleh organisasi akan dapat tercapai (the integration of the activities,
plans, attitude, policies, and efforts of the people of an organization working

together to provide reasonable assurance that the organization will achieve its

organisasi, bukan

b L LY

H. Fayol adalah sebagai berikut;

“Pengawasan adalah tindakan untuk memeriksa apakah sesuatu telah
dilaksanakan sesuai dengan rencana, perintah, dan prinsip-prinsip yang telah
ditetapkan. Objek pengawasan meliputi tindakan mendeteksi kelemahan dan
kesalahan, memperbaiki kelemahan dan kesalahan itu, dan mencegah terulangnya

tindakan yang tidak layak.”
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A.N. Tanenbaum mendefinisikan pengawasan sebagai suatu proses yang

mana orang atau kelompok atau organisasi menetapkan atau dengan sengaja

memengaruhi apa yang akan dilakukan oleh orang atau kelompok atau organisasi

ukuran ki
yang diharapke deng e [apkan tersebut.

Controlling is tk ok ¥ s tion to ensure

Lebih lanjut menurut Komaruddin, Pengawasan adalah berhubungan
dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana dan awal untuk langkah
perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti.

Menurut Sule dan Saefullah mendefinisikan Pengawasan sebagai proses

dalam menetapkan ukuran Kkinerja dan pengambilan tindakan yang dapat
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mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah

ditetapkan tersebut. (Winardi, 2000).

Iman dan Siswandi mengemukakan bahwa Pengawasan adalah sebagai

upakan usaha

ertindak sesuai

orgnasisai untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan
pekerjaan. (Fathoni, 2006). Dalam hal pengawasan, Penulis mengutip beberapa
pendapat dari teori penguasa Prajudi Atmosudirdjo yang mengemukakan bahwa
administrasi negara mempunyai tiga arti yaitu; (HR, 2016).

1. Sebagai salah satu fungsi pemerintah,

2. Sebagai aparatur dan aparat,
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3. Sebagai proses penyelenggaraan tugas pekerjaan pemerintah yang
memerlukan kerja sama secara tertentu.

Menurut teori penguasa Paulus E. Lotulung mengemukakan beberapa

pemerintah Se edangkan 3 ah asan yang dilakukan
oleh organ ata aga a ang : : struktural berada
diluar pem

Ind a sebagai eSa ¢ ersifat demokrasi

European Federation for Welding, Joining, and Cuting (EWF)
memberikan batasan pengertian pengawasan sebagai proses untuk memeriksa
kemajuan pencapaian terhadap tujuan yang telah direncanakan dan ketepatan dan
efisiensi organisasi melalui analisis sumber daya, biaya dan hasil yang dicapai

(the process oriented to verify; the advancement status of the planned objectives
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and the efficacy and efficiency of the organization through the analysis of the

resources, costs, and proceeds.)

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan

dalam planning yaitu standar.
Menurut Rachman (dalam Situmorang dan Juhir, 1994;22) juga
mengemukakan tentang maksud pengawasan, yaitu:
1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana

yang telah ditetapkan;
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2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan

instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan;

3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan

pengangguran (budgeting), laporan, analisis laporan pendapatan. Prosedur adalah
tata cara pelaksanaan pengawasan (prosedur koordinasi).
Pengawasan dilaksanakan melalui tahapan-tahapan kegiatan sebagai
berikut;
1. Planning. Pada tahap planning perusahaan menetapkan tujuan-tujuan yang

ingin dicapai dan target sasaran yang ingin dicapai dari tujuan-tujuan itu;
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2. Programming. Pada tahap programming disusun program untuk mencapai

tujuan yang direncanakan, dengan mempertimbangkan hambatan dari

dalam dan dari luar perusahaan;

meliputi plan g adalah tahapan
menetapkan tuju g_akan dilakukan untuk
mencapai tujuan itu. .Q . nen bangkan struktur yang

berkaitan dengan organisa v aya yang ada untuk menjamin
tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Leading adalah tahapan yang melibatkan
sumber informal dan sosial yang memengaruhi insipirasi diambilnya tindakan-
tindakan untuk mencapai tujuan. Controlling adalah tahapan untuk menjamin
bahwa tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan tidak menyimpang dari

standar yang telah ditetapkan.
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Controlling  sendiri meliputi tiga langkah: (1) menetapkan standar
pelaksanaan kegiatan; (2) membandingkan kegiatan yang telah dilakukan terhadap
standar yang telah ditentukan; (3) mengambil tindakan perbaikan terhadap
kegiatan yang telah dilakukan jika. itu diperlukan.

Pengawasan adalah bagian pokok dari tata kelola suatu organisasi yang
didalamnya terdiri atas perencanaan (ptans), metode (methods), dan prosedur yang
digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Pengawasan diartikan sebagai orang
yang meneliti-aktivitas suatu organisasi atau individu dengan tujuan mengevaluasi
kepatuhan terhadap dasar dan ukuran-ukuran tertentu, mengeluarkan rekomendasi
atau perintah-perintah terhadap organisasi atau individu yang diawasi (an actor
scrutinisng am organisation’s (or individual’s) activities..with the aim of
evaluating its compliance with particular criteria and on this basis, issuing
recommendations or orders:to the organisation concerned. Pengawasan meliputi
rangkaian kegiatan monitoring, evaluasi, meneliti dan memeriksa. Pengawasan
adalah tindakan untuk memeriksa dan mengotorisasi (mengesahkan), menyetujui,
verifikasi, menyetujui pembagian tugas-tugas yang akan diimplementasikan
dalam rangka mencegah dan‘menghindari terjadinya resiko.

Pengawasan pada intinya adalah suatu aktifitas yang dilakukan dalam
rangka untuk menjamin bahwa suatu prosedur yang telah ditetapkan benar benar
dilaksanakan dan tujuan yang ingin dicapai benar benar terwujud. Pengawasan
adalah langkah preventif atau bermaksud untuk mencegah terjadinya
penyelewengan terhadap prosedur dan tujuan yang telah ditetapkan sekaligus

memperbaikinya apabila benar benar ditemukan penyelewengan itu. Jadi
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pengawasan meliputi juga tindakan korektif dan sekaligus memberika hukuman
jika dari pengawasan ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan.

Kebijakan Pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan
dalam pelaksanaan dan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah. (Pasal 1 ayat 1 Permendag
No.71 Tahun 2016 Tentang Kehijakan: Bengawasan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun2015).

2. Fungsi Pengawasan secara Umum

Pengawasan adalah bagian penting dalam suatu organisasi. United States
General Accounting Office menyatakan bahwa pengawasan adalah bagian utama
dari suatu pengelolaan organisasi. (United States General Accounting Office).
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pun
menegaskan bahwa pengawasan adalah seperangkat perbuatan yang telah diakui
sebagai bagian penting dari suatu manajemen yang efektif dalam organisasi, baik
organisasi publik dan privat diseluruh dunia.

Pengawasan adalah instrumen untuk memastikan bahwa sasaran atau
tujuan yang telah ditetapkan-benar benar dieapai. Thomas P. Dinapoli menyatakan
pengawasan fokus pada pencapaian misi organisasi. Pengawasan bertujuan untuk
mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan-kesalahan fatal dan yang tidak
diketahui dan juga membantu suatu departemen atau organisasi untuk bekerja
sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam manajemen pemerintahan, pengawasan bertujuan menjalankan

fungsi terdepan untuk mempertahankan upaya perlindungan terhadap aset
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pemerintah dan mencegah serta mendeteksi terjadinya kesalahan dan kecurangan.

Pengawasan membantu upaya pencapaian program-program pemerintah secara

efektif dalam mengelola sumber daya publik. Pengawasan menyediakan jaminan

adalah mekanisme yang diterapkan dalam suatu organisasi yang berfungsi
sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam
memanfaatkan sumber daya yang tersedia, seperti sumber daya manusia,
tujuannya untuk mengoptimalkan organisasi;

2) Pengawasan berfungsi sebagai mekanisme untuk memberikan infromasi

yang benar sebagai dasar pengambilan keputusan oleh organisasi;
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3) Pengawasan berfungsi sebagai sarana perlindungan aset dan termasuk

inventaris organisasi;

4) Pengawasan berfungsi untuk meningkatkan ketaatan organisasi terhadap

penyalahgunaan dan salah kelola;

4) Memberikan produk dan jasa yang berkualitas dan sesuai dengan misi
organisasi;

5) Mengembangkan dan mempertahankan informasi keuangan dan
manajemen yang terpercaya dan keterbukaan data melalui laporan yang

tepat waktu.
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Menurut World Health Organization (WHQO), fungsi pengawasan sebagai
berikut: (World Health Organization, Internal Control Framework, World Health

Organization, 2013).

5) Mengidentifi isiko dan me S dan prosedur yang

6) Meng ; : ertahankan data ke n nonkeuangan

ngan yang tepat

1) Meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas pembuatan keputusan
pemerintah;

2) Keputusan pemerintah yang berlaku terhadapnya;

3) Menyediakan mekanisme untuk menjamin bahwa tindakan pemerintah

dalam kewenanganya yang sesuai dengan hukum;
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4) Menyediakan mekanisme untuk mencapai keadilan dalam perkara

individual;

5) Mengembangkan sistem akuntabilitas untuk pembuatan keputusan

Pengawasan

2015).

konkuren;dan

i dua, Vvyaitu

pengawasan pre S asan intern dan

atau legalitas;
3. Ekonomis, bilamana yang menjadi sasaran adalah efisiensi dan teknologi;
4. Moril dan Susila, bilamana yang menjadi sasaran atau tujuan adalah
mengetahui keadaan moralitas;

Thomas P. Dinapoli membagi pengawasan/kontrol menjadi empat macam:
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1. Directive Controls. Pengawasan/Kontrol yang dirancang sebagai pedoman
bagi para pegawai untuk membantu mereka dalam mencapai tujuan yang

diinginkan oleh departemen;

2. Preventive ngawasan/kontre ang untuk mencegah

[y '\ N |
‘-Q ‘ ‘ Hm\ .ﬁe ‘ Preventive
dg‘aﬁ fpemisahan, '

i

sahan  tugas

curang dan

gas finansial

untuk
inya peristiwa
etective Controls
tugas-tugas.

untuk

s
memberikan pelatiha ‘
prosedur yang sekarang digunakan.
Secara umum, preventive controls lebih kuat dibandingkan dengan
detective controls karena tujuannya mencegah terjadinya kesalahan dan peristiwa
lainnya yang tidak diinginkan sebelum peristiwa itu terjadi.

Pengawasan menurut G.Feltoe dapat dibedakan menjadi pengawasan

parlemen (parliamentari controls) dan pengawasan pengadilan (court control).
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Pembedaan pengawasan menurut Aberham Yohannes dan Desta G/

Michael meliputi jenis-jenis berikut.

1. Internal Control (Pengawasan internal), yaitu pengawasan yang dilakukan

Judicial Control (Pengawasan Yudisial), yaitu pengawasan yang
dilakukan oleh badan peradilan;

7. Control by human rights commision and ombudsman ( Pengawasan oleh
komisi hak asasi manusia dan ombudsman), yaitu pengawasan untuk
pencegahan pelanggaran hak asasi manusia dan pengaduan terhadap

pemerintah;
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8. Mass media control ( Pengawasan Media Massa), yaitu pengawasan oleh

media massa baik cetak maupun elektronik. (Yohannes, Hukum

Administrasi, 2010).

an oleh organ

berada di luar

ketetapan pemerintah ataupun peraturan lainnya yang pengeluarannya
memang menjadi wewenang pemerintah. Kontrol posteriori adalah
pengawasan yang dilakukan setelah dikeluarkannya keputusan/ketetapan

pemerintah atau sesudah terjadinya tindakan/perbuatan pemerintah.
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3. Dari segi sifat Kontrol terhadap objek yang dikontrol.

Kontrol dari segi hukum dan kontrol dari segi kemanfaatan. Kontrol

dari segi hukum adalah Kontrol yang dilakukan oleh badan pemerintah

dengan inspeksi.

2. Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan
yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari
pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan “on the

spot”.
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3. Pengawasan preventif dilakukan melalui pre audit sebelum pekerjaan

dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-

persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga

Aparatur Negara

egara terhadap

tergantung pada berbagai kondisi dan situasi yang akan terjadi, maupun yang
sedang terjadi/berkembang pada masing-masing organisasi.

Penentuan salah satu teknik pengawasan ini adalah agar dapat dilakukan
perbaikan-perbaikan pada tindakan yang telah dilakukan atau agar penyimpangan
yang telah terjadi tidak berdampak yang lebih buruk selain itu agar dapat

ditentukan tindakan-tindakan masa depan yang harus dilakukan oleh organisasi.
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4. Fungsi-Fungsi Pengawasan secara khusus
Berdasarkan definisi dan teori Pengawasan, maka Fungsi pengawasan

diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan

\ A &

\‘:3‘1‘ .

esuai dengan

gan agar tidak

\5

alam pelaksanaan

mborosan yang

mengetahui kenyataan yang sesungguhnya mengenai pelaksanaan kegiatan
organisasi.
Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983, tindak lanjut
pengawasan terdiri dari:
1. Tindakan administratis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang kepegawaian termasuk penerapan hukum disiplin yang
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dimaksudkan di dalam pemerintahan Nomor 30 Tahun 1980 tentang
pengaturan disiplin pegawai negeri sipil.

2. Tindakan tuntutan atau gugatan perdata, yaitu:

perkaranya
lerdapat indikasi

sia dalam hal
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BAB 111

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Terhadap. Displin Aparatur Sipil

pengabdi

masyarakat
dengan tun
itu, maka setia enggaraan _peme : hampir semuanya
dilaksanaka Ui p nya ibusikan ke daerah-daerah

berdasarkan kewe da ng yang diatur oleh

Negara terlihat dari kesempurnaa Jegeri Sipil. Upaya usaha yang dapat
dilakukan dalam pencapaian tujuan nasional tersebut diperlukan pembinaan serta
pengawasan pemerintah untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang penuh
kesetiaan dan ketaatan yang berlandaskan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945,
Negara dan Pemerintahan yang bersatu padu, bersih, berkualitas tinggi dan sadar

akan tanggung jawabnya. Hal-hal ini lah yang menjadi acuan serta menjamin

tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berjalan sebaik-
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baiknya,sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Pembinaan itu

dilaksanakan berdasarkan sistem karir dan prestasi kerja yang dilakukan oleh

setiap Aparatur Sipil Negara tersebut.

Jimi Smeri enangan dan

lah yang

permasalahs

Sumber Da

R AN AR

: 1““‘
E

dapat lebih

=
T

> &

o

QD

=

=

he

@

>

S

s

&

serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dan Pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah
meliputi ASN dalam hal ini dilaksankan oleh gubernur untuk daerah provinsi dan
bupati/wali kota untuk daerah kabupaten/kota. Pembinaan dan Pengawasan
Kepala Daerah terhadap seluruh Perangkat Daerah dibantu oleh inspektorat

daerah.
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Dalam hal ini, Inspektorat Daerah Provinsi jelas merupakan salah satu
APIP yang bertugas membantuk Kepala Daerah dan harus melakukan pembinaan

dan pengawasan yang dapat dibantu oleh inspektorat Jenderal Kementerian

Inspektorat
pemantauan,
lainnya.

n Pengawasan

. Pelaporan;
6. Evaluasi; dan
7. Pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap
kinerja Aparatur Sipil Negara meliputi: (Pasal 18 ayat 1 PP No. 12 Tahun 2017
Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
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b. Pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah;

c. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk

Tentang Pembinaan d ’a

a. Laporan Pertang

b. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa; dan

c. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Inspektorat kabupaten/kota dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan

sebagaimana dimaksud harus berkoordinasi dengan camat atau sebutan lain dan

hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada Bupati/Walikota.
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Ketika terjadi Penyimpangan yang dilakukan oleh ASN maka Inspektorat
wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau
diadukan oleh masyarakat setelah unsuru pengaduan atau laporan tersebut

aparat

b. Kepolisian dan/atau kejaksaan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
yang didasarkan padal pasal 353 dan 383 dalam rangka memberi kepastian hukum

terhadap tata cara pengenaan sanksi adminisratif dalam penyelenggaraan
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Pemerintah Daerah. (PP No 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

Dengan demikian, kembali kepada pasal 1 ayat 1 PP No. 12 Tahun 2017,
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan.Pemerintahan.Daerah adalah usaha,
tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan
penyelenggaraan Pemerintahan-Raerah-dalam-kerangka Negara Ksatuan Republik
Indonesia. ‘Dalam pasal 1 ayat 2 juga kembali dijelaskan bahwa Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha tindakan, dan kegiatan yang
ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara
efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 112 ayat 2 UU 'No0.22 Tahun 1999 tentanng
Pemerintahan Daerah dan pasal 11 PP No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka unsur pengawasan
pada Pemerintah Daerah yang semula dilaksanakan oleh. inspektur Wilayah
Propinsi/Kota atau Kota, Inspektorat merupakan unsur penunjang Pemerintah di
Bidang Pengawasan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Badan Usaha Milik
Daerah serta Usaha Daerah lainnya.

Inspektorat Kota mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan

terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang pengawasan yang
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meliputi pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan serta keuangan dan

kekayaan daerah.

Fungsi-fungsi Inspektorat meliputi;

4) Pe

5) Pel
dan
Inspe 3 : 2 lugas pokok dan

fungsi yang masing-masing,

Untuk Kota Pe - an data terhadap bentuk

tahun terakhir:
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Tabel 3.1. Data Disiplin PNS

IIII%]S

Notes:

nenry

2. Rencana Evaluasi yang dilakukan
Ekonomi Simpan Pinjam Desa

ogram Pemberdayaan Desa Usaha

Penulis juga melakukan beberapa wawancara terkait Penelitian tersebut.
Penulis mendapatkan informasi tersebut melalui Pak Maryedi selaku Sekda dan
Pak Herman selaku staff divisi Pemrograman di Inspektorat Kota Pekanbaru,

diantaranya:

81



“Berapa persentase Aparat Sipil Negara (ASN) yang bermasalah
khususnya dalam Indisipliner?”

“Jika dipersentasekan sebenarnya ASN vyang bermasalah dalam
Indisipliner ada sekitar 20%.”

“Berapakah presentase perubahan ASN menuju lebih baik dengan adanya
Pengawasan Inspektorat tersebut? *

“Sekurang-kurangnya ada perubahan sekitar 5-10% karena dengan
adanya pengawasan tersebut maka ASN yang bersikap Indisipliner akan
dikenakan Sanksi Administratif yang tentunya berpengaruh kepada posisi
dan gaji dari ASN tersebut. Hal ini menjadi pembelajaran buat ASN
bahwa peraturan yang ditujukan untuk ASN harus ditaati agar tujuan
Pemerintah dapat berjalan baik.”

“Bisakah Bapak memberikan salah satu contoh kasus Indisipliner yang
dilakukan oleh ASN tersebut?”

“Tentu saja, salah satunya adalah Efektifitas waktu jam makan siang.
Dalam peraturannya baik di Pemerintahan ataupun swasta, jam makan
siang hanya berlaku, selama 1 jam, namun sangat disayangkan ASN
umumnya menggunakan jam: waktu ‘makan siang..lebih dari 1 jam,
sedangkan jam pulang kantor jam 16.00. Hal ini tentunya berpengaruh
kepada kinerja mereka , yang seharusnya dapat selesai tepat waktu tetapi
pada kenyataannya mundur menjadi keesokan harinya atau lusa, sehingga
deadline pekerjaan tidak dapat dikerjakan tepat waktu.”

“Apakah ada masalah atau kasus terbesar yang tidak dapat diselesaikan
oleh Inspektorat dalam menjalankan. fungsinya sebagai Pengawas dari
Kinerja ASN?”

“Untuk sekarang belum ada masalah terbesar, jikapun ada kita tentunya
akan evaluasi dan analisis kembali bersama Pemerintah. Jika memang itu
tidak sanggup kita selesaikan, maka kami akan meminta lembaga
ombudsman untuk memberikan pendapat terkait solusi dari masalah
tersebut.”

”Apa sanksi terbesar terhadap ASN yang melakukan Indisipliner?”

“Pemecatan tapi itupun harus melalui proses dan evaluasi yang benar
benar detail disertai bukti-bukti dan laporan yang nyata dan benar dalam
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proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum dan
Pemerintah.”

“Apa saja batasan ruang lingkup Inspektorat dalam melakukan
pengawasan?”

ang belum cukup
2sadaran dari
an fungsinya

voting dari

tanggapan

AavARNAR

808

b

Aparatur Sip

1
2
3 :
Sumber data: Data olahan, 2018
Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa persentase antara ASN yang

paham dengan ASN yang tau tetapi belum mengerti sepenuhnya mempunyai nilai

yang sama, hal ini Penulis gambarkan dalam Chart Diagram dibawah ini;
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Tabel Diagram 3.3

Pengetahuan ASN mengenai UU no. 5
Tahun 2014 tentang ASN

LAm
f’f‘@o
i tidak paham
Den i ] 'r-f pres ntasé'-. diatas dapat
menunjukka at turan meliputi

kedisiplinan, ik, d penuhnya benar

a ja A
g R
benar dipaha Kﬁ'\l%h pat dilihat bahwa

Pengawasan ya i p n sebenarnya sudah
& L]

cukup maksimal na I ASN tersebut. Kurangnya

pengetahuan ASN meng terti dalam bekerja dan faktor

kurangnya tenaga auditor membu nspektorat Pekanbaru kurang dalam

melaksanakan kinerjanya.
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B. Hambatan Inspektorat Dalam Melaksanakan Pengawasan

Disiplin Pegawai merupakan salah satu masalah mendasar dan harus
segera diatasi dengan serius. Disiplin pegawai merupakan salah satu gambaran
sikap dan perilaku seorang pegawai terhadap pekerjanya, akan tetapi dalam
kenyataannya masih terjadi tindakan pegawai yang tidak disiplin seperti: sering
datang terlambat atau sering_pulang lebih‘awal, banyak waktu kerja tidak efektif,
sering boles, = bersikap . tidak sopan terhadap ~pimpinan, menunjukkan
ketidakpatuhan atau ketidaktaatan terhadap peraturan kerja yang berlaku dikantor.

Dalam hal ini Pemerintah juga telah memberikan upaya-upaya tertentu
termasuk mengeluarkan UU no. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan
PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah. Hal ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan
mengenai fungsi, kode etik,dan tugas dari ASN sehingga“ASN menjalankan
fungsi dan tugasnya secara maksimal.

Namun UU tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik jika tidak ada
lembaga negara yang,mengawasi kinerja dari implementasi UU tersebut. Oleh
karena itu diperlukan pengawasan langsung.khususnya pengawasan Pemerintah
Daerah kepada ASN dalam lembaga atau instansinya melalui Inspektorat Daerah
yang merupakan lembaga yang ditunjuk untuk bekerja sama dengan Pemerintah
Daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan terhadap
pelanggaran yang dilakukan oleh ASN.

Berikut penulis jelaskan bagaimana prosedur pemeriksaan Inspektorat

Kota Pekanbaru;
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LAPORAN HASIL ||
PEMERIKSAAN TEGURAN

KP DARFARR B
8l AN \ ..‘ IDAK LANJUT

PFIUTAKHIRAN
JATA HASIL
"=MERIKSAAN

Kepegawaian

data dari Program Kerja Inspektorat Kepegawaian).

Berdasarkan tabel prosedur diatas, penulis berpendapat bahwa diperlukan
adanya tim dari Inspektorat yang mampu memberikan analisa dan peninjauan
bukti yang tepat sehingga pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan terhadap

ASN benar benar valid sehingga hukuman yang diberikan juga sesuai berdasarkan

bukti dari kinerja Inspektorat tersebut.
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Namun dalam prosesnya berdasarkan prosedural Kinerja Inspektorat
tersebut pastinya ditemukan kendala yang menghambat kinerja tersebut, dalam hal

ini setelah melakukan wawancara dan meninjau kembali, Penulis menemukan

ang profesional

dalam bidang

Inspektorat Kota Pekanbaru.
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C. Dampak Positif dan Negatif Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
Inspektorat Terhadap Aparatur Sipil Negara

Pengawasan Internal yang dilakukan oleh Inpektorat terhadap Aparatur
Sipil Negara merupakan. suatu. proses untuk: mencapai stujuan tertentu yang
dijalankan oleh orang, pengawasan intern ini tidak hanya terdiri dari pedoman
kebijakan dan formulir surat-menyurat, namun,dijalankan oleh orang dari setiap
jenjang organisasi yang mencakup dewan komisaris, manajemen, dan personil lain
yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang nantinya akan saling berkaitan
dengan pelaporan keuangan, kepatutan, dan operasi.

Inspektorat Pemerintahan juga termasuk bagian dari Pengawas Internal
dalam Pemerintahan yang bertujuan untuk menilai dalam sistem pengendalian
yang berada di pemerintahan yaitu pada manajemen, efisien, efektivitas, dan
elektabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ‘kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan dalam rangka memperbaiki dan atau melakukan
peningkatan kinerja. Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri. Seluruh
kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat harus dalam upaya yang
komprehensif dalam membangun.sistem pengendalian intern pemerintahan yang
guna memperbaiki dan mengawasi melalui pembangunan budaya dan etika
manajemen yang baik, analisis dan pengelolaan resiko. Secara umum,
Pengawasan Inspektorat ini dibentuk dengan tujuan untuk menjamin agar suatu
pekerjaan atau kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan aturan-aturan yang

telah ditetapkan.
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Dalam hal pelaksanaan pengawasan tersebut, Inspektorat Kabupaten/Kota
harus menyusun rencana pengawasan tahunan dalam bentuk Program Kerja

Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan

dengan menghindari

ivitas dalam

7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dibidang
pengawasan;

8) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dibidang pengawasan;

9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang

tugasnya.
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Dengan adanya fungsi dan tujuan dari Inspektorat tersebut serta

pelaksanaan pengawasan dalam Instansi Pemerintahan tentunya memberikan

dampak positif dan negatif bagi pemerintahan.Dari penelitian dan analisa penulis,

Inspektorat karena tidak semua tindakan Indisipliner atau tindakan yang
menyalahi kode etik aturan ASN dipublish ke umum;

2) Memungkinkan peluang adanya celah untuk menutupi kesalahan sendiri
dikarenakan Inspektorat merupakan lembaga pemerintah yang ditunjuk

untuk melakukan pengaawasa
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A. Kesimpulan

BAB IV

PENUTUP

kepercayaan masyarakat terhae arena adanya sanksi yang diberikan
oleh pemerintah terhadap pegawai yg indisipliner, namun disisi lain dapat juga
menjadi dampak negatif bagi beberapa pihak khusunya Inspektorat itu sendiri.
Dampak negatifnya adalah memungkinkan peluang intuk adanya pembayaran
uang under table tutup mulut antara ASN dengan staff yang
melakukanpengawasan dari inspektorat karena tidak semua tindakan

indisipliner atau tindakan menyalahi kode etik aturan ASN dipublish ke umum
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selain ini dampak negatifnya adalah memungkinkan peluang adanya celah
untuk menutupi kesalahan sendiri dikarenakan inspektorat merupakan lembaga

pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan.

akukan, ada

enylapkan staf ahli
atau te dengan SDM
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semaki
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sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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